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I.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pemerintah memiliki peranan untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan 
pengaturan warga negara. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut 
pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi 
dan pembangunan dalam berbagai bidang. Pelayanan disediakan pada berbagai 
lembaga institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi pelayanan secara 
langsung kepada masyarakat. 
Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya suatu 
pelayanan yang semakin berkualitas, yang mana dalam hal ini pemerintah 
sebagai penyedia harus lebih intensif didalam memperhatikan pelayanan 
tersebut karena diberbagai kesempatan pemerintah senantiasa menjanjikan 
pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat 
Berangkat dari kesadaran tersebut, pemerintahan di Indonesia selalu 
berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia, termasuk 
dengan membuat regulasi kebijakan mengenai jaminan kesehatan bagi rakyat 
Indonesia. Karena sehat adalah suatu keadaan sejahtera sempurna, maka luas 
masalah kesehatan bukanlah seluas suatu bidang sederhana dan sempit. 
Kesehatan dapat mencakup masalah fisik, mental, dan sosial serta tidak hanya 
keadaan yang bebas dari penyakit cacat dan kelemahan. Mengingat bahwa 
sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan yang baik apabila 
didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. 
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Pemerintah Indonesia sudah mulai mengenalkan perlindungan terhadap 
kesehatan bagi rakyatnya dengan mulai mengeluarkan UU Nomor 9 tahun 1960 
tentang pokok-pokok kesehatan yang meminta pemerintah Indonesia 
mengembangkan “Dana Sakit” dengan tujuan untuk menyediakan akses 
pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Tetapi barulah pada masa Orde Baru 
pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang secara jelas mulai mengatur 
pemeliharaan kesehatan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain; 
- PP No. 22 tahun 1984 tentang pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai 
Negeri Sipil, penerima pensiun (PNS, ABRI, dan pejabat negara) 
beserta anggota keluarganya. 
- PP No. 23 tahun 1984 tentang perubahan badan penyelenggara 
program jaminan pemeliharaan kesehatan beralih menjadi 
Perusahaan Husada Bhakti (PHB). 
- PP No. 69 tahun 1991 tentang kepesertaan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan yang dikelola PHB ditambah dengan 
Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 
- PP No. 6 tahun 1992 tentang perubahan status perusahaan umum 
yang diubah menjadi perusahaan perseroan (PT Persero Asuransi). 
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 yang kemudian 
melahirkan reformasi menjadi alasan pemerintah untuk menjawab kegagalan 
pencapaian target dalam program kesehatan. Ini diawali oleh lahirnya hakikat 
kepentingan otonomi daerah dengan terbentuknya UU Nomor 22 Tahun 1999 
tentang otonomi daerah yang terus berubah demi penyempurnaan dengan 
keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi 
daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan 
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daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber 
daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah 
sendiri. Pemberian otonomi daerah bukan hanya soal strategi saja, melainkan 
mempunyai fungsi yang lebih penting adalah memberikan pelayanan publik. 
Memberikan pelayanan publik daerah secara baik dan profesional hanya bisa 
dilakukan dengan didukung sistem kebijakan yang bisa dikontrol oleh segenap 
masyarakat daerah yang bersangkutan. Periode ini ditandai dengan 
dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
(SJSN) yang memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.  
Seiring dengan keputusan tersebut juga ditopang oleh peraturan perundang-
undangan yang terkait, yaitu; 
- UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1  
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
- PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 
- UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. 
-  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota. 
- Permen Kesehatan No. 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.    
Dengan adanya UU No. 40 tahun 2004 yang didukung oleh keputusan 
perkara oleh Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 memberi peluang 
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kepada pemerintah daerah untuk membentuk badan penyelenggara jaminan 
sosial tingkat daerah dengan peraturan daerah, dan memenuhi keputusan 
tentang sistem jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN). Maka pemerintah daerah pun mencanangkan program 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi sebagian atau seluruh penduduk 
wilayah administratifnya.  
Program Jamkesda berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 
tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten dan kota yang menetapkan bahwa, 
“pengelolaan/penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi 
lokal dan pemerintah daerah melaksanakan tugas pembantuan dalam 
penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional”. Jaminan ini 
diharapkan mampu memberikan jaminan kesehatan terhadap warga yang 
mengalami masalah kesehatan berkepanjangan. Dengan adanya program ini 
diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih efisien.  
Di Sulawesi Selatan, program ini diterapkan dalam pelayanan kesehatan 
dasar dan menjadi rujukan tertentu bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang 
biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Program ini didasari oleh 
beberapa peraturan, yaitu; 
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelaksaanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 
tentang kerja sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
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- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 
171; “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari total APBD”. 
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. 
Program ini diterapkan bagi seluruh penduduk Sulawesi Selatan dan tidak 
dipungut biaya apapun dari mereka. Ini ditujukan untuk membantu pelayanan 
kesehatan masyarakat bagi semua lapisan. Dengan adanya masyarakat miskin 
yang terlalu banyak maka masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan. Pemerintah membuat program Jamkesda juga bertujuan agar 
masyarakat miskin dapat mendapatkan pelayanan dengan lebih mudah dan lebih 
baik serta tidak dipungut biaya. Pembiayaan program ini diperoleh pemerintah 
daerah dari APBD. Bagi masyarakat yang telah dilayani Jamkesda, secara 
otomatis tidak lagi dilayani pada program kesehatan yang lain. Jamkesda lebih 
meluas cakupannya, karena meliputi seluruh warga yang belum memiliki kartu 
jaminan atau kartu asuransi kesehatan apapun. Program ini hanya dikhususkan 
untuk beberapa rumah sakit non-swasta.   
Pada pelaksanaannya di Kota Makassar, program ini masih belum banyak 
diketahui masyarakat miskin sehingga masih banyak ditemui masyarakat miskin 
yang enggan berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit. Beberapa dari warga 
kota Makassar masih merasa asing mendengar adanya program Jamkesda. 
Bahkan terdapat adanya kesalahan dalam pendataan warga dapat 
memungkinkan program ini tidak tersalurkan merata bagi masyarakat dengan 
tingkat ekonomi rendah. Tidak sedikit pula program Jamkesda ini menuai Pro 
dan Kontra mengenai sasaran kebijakan tersebut dalam klasifikasi masyarakat 
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yang diberi bantuan, terbukti dengan keresahan yang timbul di tengah-tengah 
masyarakat yang dalam perjalanan proses program pelayanan ini tidak begitu 
adil dirasakan bagi masyarakat miskin, sebab warga yang termasuk dalam taraf 
ekonomi tinggi pun dapat mengakses pelayanan program ini. Apabila program 
sudah baik, tapi masih banyak masyarakat yang belum paham, maka perjalanan 
program itu menjadi kurang dirasakan masyarakat miskin. 
Berdasarkan persoalan-persoalan yang  dikemukakan diatas, maka 
sekiranya masih perlu dikaji ulang perihal pengimplementasian program 
Jamkesda ini. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan pelayanan 
di puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit kota Makassar kurang efektif.  
Sesuai dengan permasalahan diatas dalam pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang telah dijelaskan khususnya untuk wilayah 
kota Makassar maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap implementasi 
program pelayanan kesehatan khususnya Jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda) di Kota Makassar. 
I.2. Rumusan Masalah 
Begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang dapat muncul dari uraian 
latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus 
perhatian dalam hal ini adalah sebagai berikut; 
1. Bagaimana isi kebijakan dalam implementasi program pelayanan 
kesehatan terkhusus pada Jaminan Kesehatan Daerah di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimana konteks kebijakan dalam implementasi program Jaminan 
Kesehatan Daerah (Jamkesda) di kota Makassar? 
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3. Bagaimana tingkat keberhasilan proses pengimplementasian program 
Jaminan Kesehatan Daerah di Rumah Sakit Umum Daya Kota 
Makassar? 
I.3. Tujuan Penelitian 
Dengan pokok permasalahan penelitian yang dimaksudkan sebelumnya, 
maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk; 
1. Menganalisis isi kebijakan dalam implementasi program pelayanan 
kesehatan terkhusus pada Jaminan Kesehatan Derah (Jamkesda) 
di RSUD Daya Kota Makassar. 
2. Menganalisis konteks kebijakan dalam implementasi program 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di kota Makassar. 
3. Menganalisis tingkat keberhasilan proses pengimplementasian 
program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kota 
Makassar. 
I.4. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif yang dapat menunjang bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi 
Negara (Study Kebijakan Publik), serta dapat memperkaya khasanah 
kepustakaan mengenai Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota 
Makassar. 
b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat dan dapat berguna bagi Pemerintah Kota Makassar sebagai 
suatu bahan informasi, masukan (input) dan sebagai komparasi 





II.1. Kebijakan Publik 
Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi 
orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat 
oleh pemegang otoritas publik sebagai keputusan yang mengikat publik, 
maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka 
yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui 
suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.  
Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi 
negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan itu sebagai 
keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan 
pelayanan publik sesuai dengan norma-norma yang ada pada publik. 
Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penguasa, 
penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya 
kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah 
keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah 
lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis 
yang etis. 
II.1.1  Pengertian Kebijakan Publik 
Terdapat banyak pengertian mengenai kebijakan publik dari beberapa 
ahli, diantaranya; 
Parker (Lase, 2007:26) memberikan batasan bahwa  
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“Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada 
periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau 
suatu tanggapan atas suatu krisis”. 
Sesuai dengan pendapat Chandler dan Plano (Tangkilisan, 2003:1),  
“Kebijakan publik adalah Pemanfaatan yang strategis 
terhadap sumber daya-sumberdaya yang ada untuk 
memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. 
Sedangkan Thomas R. Dye (Tangkilisan, 2003;1) memberikan pengertian 
dasar mengenai  
“Kebijakan Publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun 
yang dilakukan oleh pemerintah”.  
Menurut Thomas Dye (Subarsono, 2005:2) menyebutkan  
Kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu.  
Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna 
bahwa: 
a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan 
organisasi swasta;  
b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau 
tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Sebagai contoh, ketika 
pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia 
tidak melakukan kebijakan untuk memperbaikinya, maka 
pemerintah sudah mengambil kebijaksanaan.  
Woll memberikan definisi,  
“Kebijakan publik sebagai sejumlah aktivitas pemerintah 
untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara 
langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 
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mempengaruhi kehidupan masyarakat” (Tangkilisan, 
2003:2). 
II.1.2 Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan  
Winarno (2008:119-123) dalam bukunya mengemukakan suatu 
keputusan kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh seorang pejabat 
atau lembaga resmi menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif 
kebijakan yang dipilih. Tahap-tahap dalaam perumusan kebijakan itu 
terlahir dari beberapa tahapan atau langkah-langkah mekanisme 
pembuatan sebuah kebijakan, yaitu; 
a. Perumusan Masalah 
Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling 
fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan 
kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan 
didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 
untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. 
b. Agenda Kebijakan 
Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. 
Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang 
lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk 
pada agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk untuk masuk ke 
dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti 
masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan 
membutuhkan penanganan yang harus dilakukan. 
c. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Pemecahan Masalah 
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Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para 
perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut dalam 
agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat 
pemecahan masalah. Para perumus kebijakan akan berhadapan dengan 
alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk 
memecahkan masalah tersebut. 
d. Tahap Penetapan Kebijakan 
Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil 
sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling 
akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang 
dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.  
Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi 
dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan 
kebijaka tersebut. Selain itu, proses penyusunan keputusan dan peranan 
dari analisis serta perencanaan kebijakan seperti yang dinyatakan oleh 
Mayer (1984:12-18) mempunyai langkah-langkah proses penyusunan 
kebijakan adalah : 
a. Penetapan goals, mengacu kepada pemilihan tujuan-tujuan 
yang luas dan jangka panjang yang mana kebijakan atau 
rencana dikembangkan sesuai dengan pencapaian objektifnya. 
b. Penilaian kebutuhan, menyajikan elaborasi dari model 
perencanaan rasional, yang telah mendapat perhatian yang 
meningkat dengan munculnya perencanaan layanan manusia. 
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c. Spesifikasi objektif, mengacu kepada penetapan target-target 
khusus yang dapat dituangkan dalam pelaksanaan, biasanya 
bersifat kuantitatif dan dapat dicapai dalam perspektif waktu 
tertentu dan bersumber pada kebijakan atau rencana tertentu. 
d. Perancangan perangkat tindakan alternatif, mengacu pada 
pengembangan atau identifikasi berbagai cara untuk mencapai 
objektif kebijakan. 
e. Perkiraan konsekuensi dari tindakan-tindakan alternatif, 
mengacu kepada analisis pengaruh-pengaruh positif dan negatif 
yang dijabarkan dari perangkat tindakan alternatif. 
f. Pemilihan perangkat tindakan mengacu kepada penetapan, 
oleh penyusun kebijakan, perangkat tindakan yang kelihatannya 
paling tepat untuk mencapai objektivitas. 
g. Implementasi mengacu kepada pelaksanaan perangkat 
tindakan yang dipilih. 
h. Evaluasi hasil, mengacu kepada penetapan hasil nyata yang 
dicapai dengan menjalankan perangkat yang dipilih. 
i. Akhirnya evaluasi terhadap hasil kebijakan memberikan proses 
balasan, dimana hasil-hasil kembali dituangkan dalam proses 
perencanaan. 
Tjandra (2005:132) Sehubungan dengan kebijakan pelayanan publik, 
pemerintah daerah perlu memiliki kepekaan dan kemampuan dalam: 
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a. Memahami secara benar tugas pokok dan fungsi dari 
pemerintah daerah. 
b. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas, 
khususnya dalam pengembangan infrastruktur daerah dan 
pemberian layanan. 
c. Kemampuan menyusun alokasi infrastruktur berkait dengan 
kebutuhan dan prioritas pembangunan dan kemampuan dalam 
membuat perencanaan pembangunan infrastruktur dan 
penganggaran. 
d. Kemampuan dalam menyusun standar layanan. 
e. Kemampuan melakukan komunikasi poitik dengan masyarakat, 
sehingga diperoleh masukan yang produktif berkaitan dengan 
arah pembangunan. 
Selain dari pendapat diatas, proses sebuah kebijakan publik 
(Haldun,2008:27) terlahir dari beberapa tahapan-tahapan atau langkah-
langkah mekanisme pembuatan sebuah kebijakan, yaitu: 
a. Hal yang pertama kali adalah gejala atau isu yang menjadi 
masalah publik, disebut isu apabila masalahnya bersifat 
strategis, yakni bersifat mendasar yang menyangkut banyak 
orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka 
panjang, yang tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang dan 
memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda 
politik untuk diselesaikan. 
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b. Dari isu kemudian menggerakkan pemerintah untuk 
merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan 
masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum 
bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara. 
c. Kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, 
masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan 
masyarakat. 
d. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca 
pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah 
siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah 
dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. 
e. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat 
berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang 
akan dirasakan oleh pemanfaat. 
f. Dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan 
outcome dalam bentuk implementasi kebijakan yang diharapkan 
semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan 
kebijakan tersebut. 
Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tahap-tahap dalam 
perumusan kebijakan publik tersebut ada tiga hal yang pokok berkenaan 
dengan kebijakan publik, yaitu: 
a. Formulasi kebijakan. 
b. Implementasi kebijakan. 
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c. Evaluasi kebijakan. 
Yang menjadi perhatian penulis dalam pembahasan sesuai dengan 
judul “Implementasi program pelayanan masyarakat (studi kasus pada 
program Jamkesda di Kota Makassar)” adalah bagaimana implementasi 
suatu kebijakan terhadap objek yang terkena kebijakan tersebut yang 
dianalisis dalam kerangka Implementasi kebijakan. 
II.2. Implementasi Kebijakan 
II.2.1. Konsep Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut 
rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk 
memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang 
telah terjadi menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu 
pelaksanaan.  
Udoji dalam Sholichin A. Wahab, (2008:59), mengatakan bahwa: 
“The execution of policies is as important if not more 
important than policy making. Policies will remaindreams or 
blueprints file jackets unless they are implemented”. 
(Pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting 
bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan 
kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian 
atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 
tidak diimplementasikan). 
Implementasi kebijakan menurut Van Metern dan Van Horn dalam 
Ismail Nawawi 2009 adalah  
“Those action by public or private individual (or group) that 
are directed at the achievement of objectives set forth in 
prior policy decision”, yang artinya tindakan-tindakan yang 
dilakukan baik individu-individu maupun pejabat-pejabat 
ataupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
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diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. 
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari  
suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi 
akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang dilaksanakan. Selanjutnya 
mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk 
menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu 
model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi 
kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa 
perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep 
penting dalam prosedur-prosedur implementasi.  
Definisi konsep implementasi yang dikemukakan Mazmanian dan 
Sabatier, yaitu implementasi adalah melaksanakan sebuah keputusan 
kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah perundang-undangan, 
disusun oleh pemerintah baik eksekutif maupun keputusan peradilan. 
George C. Edward III dalam Ismail Nawawi (2009), bahwa berhasil 
atau terhambatnya suatu proses implementasi dipengaruhi oleh empat 
faktor, yaitu: 
1. komunikasi 
Menurut Agustino (2006:157), 
“Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi 
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
implementasi kebijakan publik”  
Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat 
keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. 
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Informasi yang akan diketahui para pengambil keputusan hanya bisa 
didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang 
digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III 
dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut, 
yaitu: 
a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali 
terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yakni adanya 
salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya 
tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, 
sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. 
b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 
(street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan. 
Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam 
Winarno (2005:127) terdapat beberapa hambatan umum yang biasa 
terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: 
“Pertama terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan 
dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. 
Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan 
hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. 
 
Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis 
hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena 
panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias 
informasi.  
Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan 
oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam 
memahami persyaratan-persyaratan dalam suatu kebijakan”. 
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Menurut Winarno (2005:128) faktor-faktor yang mendorong 
ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya 
karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-
tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai 
kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari 
pertanggungjawaban kebijakan.  
Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat 
mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. 
Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi 
yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari 
pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk 
itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: 
“Semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat 
dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan 
hambatan dan distorsi yang dihadapi”. 
Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan 
dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik 
pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka 
semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara 
benar. 
Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk 
mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar 
kepentingan sendiri dengan cara menginterperetasikan informasi 
berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi 
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tindakan tersebut adalah membuat prosedur melalui pernyataan yang 
jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi-
interpretasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme 
peaporan secara terinci. 
Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan 
kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan 
memengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. 
Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi 
yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam 
hal ini, media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan 
isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.  
2. Sumber Daya 
Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai 
suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan 
teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau 
pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang 
merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dan transformasinya ke 
dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumber daya bertalian 
dengan kemampuan transformasi dari organisasi. (Tachjan,2006:135) 
Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya 
merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. 
Indikator-indikator yang digunakan dalam melihat sejauh mana 
sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: 
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a. Staf. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah 
staf atau pegawai (streets level bureaucrats). Kegagalan yang 
sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya 
disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, 
mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. 
Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup 
menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi 
diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan 
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan capabel) dalam 
mengimplementasikan kebijakan. 
b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 
dua bentuk, yaitu  pertama, informasi yang berhubungan dengan 
cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data 
kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi 
pemerintah yang telah ditetapkan. 
c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal 
agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan 
merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika 
wewenang tidak ada, maka kekuatan para implmentor dimata 
publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan 
implementasi kebijakna publik. Tetapi dalam konsep yang lain, 
ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan 
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dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas 
kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi 
disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang 
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri 
atau kelompoknya. 
d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf 
yang mencukupi, capabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya 
fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi 
kebijakan tersebut tidak akan berhasil.  
3. Disposisi atau Sikap. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi 
kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan 
bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan 
dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan 
pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak 
masalah.  
Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan: 
“kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan 
salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi 
implementasi kebijakan yang efektif” 
Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau 
adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat 
kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai 
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dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana 
bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena 
konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi 
masalah kendala yang serius.  
Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan 
Edward III tentang “zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana 
kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus 
menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, 
menunda dan tindakan penghambatan lainnya.  
Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus 
(2006:162) : 
“Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 
kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat 
mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan 
bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang 
mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka 
rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down 
yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak 
mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, 
keiinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.    
Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus 
(2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri 
dari: 
a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan 
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap 
implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan 
kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. 
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Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana 
kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada 
kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada 
kepentingan warga masyarakat. 
b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk 
mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan 
memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan 
kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para 
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana 
kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu 
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para 
pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 
4. Struktur Birokrasi 
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan 
dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma 
dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan 
eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata 
dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 
Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan 
secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi 
tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-
organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam 
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kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu 
kebijakan tertentu.  
Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 
kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap 
implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan 
ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.  
Merilee S. Grindle dalam Ismail Nawawi (2009) mengatakan bahwa 
implementasi:  
merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat 
diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan 
bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila 
tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah 
tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk 
mencapai sasaran. 
Memahami apa yang senyatanya terjadi sesduah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun usaha untuk menimbulkan akibat atau 
dampak nyata pada masyarakat. 
Implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang 
dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, 
terutama mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi. 
Hal ini dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Ismail Nawawi 
(2009) bahwa jalan yang menghubiungkan antara kebijaksanaan dan 
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prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas 9independent 
variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu adalah: 
a. ukuran dan tujuan kebijakan  
b. sumberdaya 
c.  karakteristik agen pelaksana 
d. sikap/ kecenderungan (dispottition) para pelaksana 
e. komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
f. kondisi sosial, ekonomi, dan politik 
Berdasarkan penjelasan akan konsep implementasi diatas, maka 
penelitian ini berlandaskan pada acuan teori dari beberapa teori 
implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar 
implementasi kebijakan diatas. Grindle memperkenalkan model 
implementasi sebagai proses politik dan administrasi.  
Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan 
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle 
menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila 
tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan 
dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.  
Dalam proses implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh konten 
atau isi  dan konteks kebijakan: 
a. Isi kebijakan 
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- Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang 
akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas 
politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan. 
- Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat 
secara kolektif akan dapat memperoleh dukungan dalam 
implementasinya dan sebaliknya. 
- Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang 
ditetapkan yang mengharapkan akan adanya sedikit perubahan 
perilaku dalam masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, 
tetapi untuk program yang mengharapkan adanya perubahan 
yang mendasar dimasyarakat dalam jangka panjang akan sulit 
untuk diimplementasikan. 
- Letak pengambilan keputusan, bahwa setiap keputusan akan 
mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil, 
misalnya ditingkat pemerintah pusat atau ditingkat pemerintah 
daerah, dan akan berdampak pada tingkat implementasi dari 
kebijakan tersebut. 
- Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam 
tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang 
akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program, 
dan keputusan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan 
tersebut akan dicapai.Sumberdaya yang dilibatkan, bahwa setiap 
keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber 
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daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang 
telah ditetapkan.  
b. Konteks Kebijakan 
- Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, bahwa 
mereka yang akan mengimplementasikan program mungkin akan 
mencakup partisipasi tingkat pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, baik itu kalangan birokrat, pengusaha maupun masyarakat 
umum. Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif ataupun 
tidak, tergantung konten dari program dan strukturnya dimana 
kebijakan tersebut dilaksanakan. Mereka ikut terlibat dalam 
implementasi program, dan setiap masing-masing aktor memiliki 
kepentingan tertentu terhadap program tersebut dan mereka 
berusaha mencapainya dengan membuat ketentuan-ketentuan 
dalam prosedur alokasinya.   
- Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang 
diimplementasikan mungkin adalah hasil dari perhitungan politik 
dari kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk 
mendapatkan sumber daya yang terbatas, respon dari petugas 
yang mengimplementasikan, dan tindakan-tindakan elit politik, 
semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan masing-
masing. Analisis atas implementasi dari program yang spesifik 
dalam interaksinya akan mempertimbangkan penilaian kapabilitas 
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kekuasaan dari para aktor, kepentingan-kepentingannya, dan 
strategi untuk mencapainya, serta karakteristik dari penguasa. 
- Kepatuhan dalam daya tanggap, bahwa dalam upaya untuk 
mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang 
timbul dari interaksi dalam lingkungan program dan administrasi 
program. Yang pertama, birokrat harus berhadapan dengan 
masalah yang berkaitan dengan begaimana menjaga kesehatan 
agar hasil akhir dari kebijakan dapat dicapai walaupun mereka 
harus menangani berbagai interaksi diantara aktor yang 
berkepentingan dalam implementasi kebijakan tersebut. Yang 
kedua, bagaimana responsivitas dari birokrat terhadap keinginan-
keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari 
pelayanan yang diberikannya agar tujuan kebijakan dan program 
dapat tercapai. Agar efektif, maka implementor harus memiliki 
keahlian dalam seni berpolitik dan harus memahami dengan baik 
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II.2.2. Konsep Program   
Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu 
rencana. Dalam hal ini, program merupakan bagian dari perencanaan, 
sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari 
pelaksanaan suatu kegiatan. Program-program tersebut merupakan 
sarana pemerintah dalam meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat. 
Berikut pengertian program dari beberapa ahli. 
Dalam hierarki kebijakan dikenal istilah program. Beberapa definisi dari 
program dikemukakan Bintoro Tjokromidjojo dalam buku Pengantar 
Administrasi Pembangunan (1990:19) yang mengemukakan bahwa 
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merumuskan tindakan yang kita anggap perlu untuk mencapai hasil yang 
diinginkan.  
Sutomo Kayatmo (1985:162) yang mengaatakan bahwa program 
adalah rangfkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus 
dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan.  
Selain itu adapun definisi program yang termuat dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, mengatakan bahwa: 
“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/pemerintah 
atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
memperoleh alokasi, anggaran atau masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.” 
Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
program adalah suatu jenis rencana yang konkret karena didalamnya 
sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur anggaran dan waktu 
pelaksanaan. 
Suatu program pembangunan yang baik, menurut Bintoro 
Tjokroamidjojo (1994:181) harus mempunyai sedikit ciri-ciri sebagai 
berikut: 
a. Tujuan yang dirumuskan 




c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan/atau proyek-
proyek yang saling terkait untuk mencapai tujuan program 
seselektif mungkin. 
d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan 
keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan rogram 
tersebut.  
e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pemerintah dan 
program pembangunan lainnya. 
f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan 
tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program 
tersebut. 
Dalam proses pelaksanaan suatu program kenyataan yang 
sesungguhnya, dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama 
sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes, karena 
dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang 
pengaruhnya besifat mendukung maupun menghambat pencapaian 
sasaran program.  
Dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu program diimplementasikan, 
terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan 
yang dilakukan secara sistematis, tata pelaksanaan, jumlah anggaran 
yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang 




II.3. Konsep Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
II.3.1. Pengertian kesehatan 
Kesehatan menurut DepKes RI: 
Konsep sehat dan sakit tidak sesungguhnya tidak terlalu 
mutlak dan universal karena ada faktor-faktor lain diluar 
kenyataan klinis yang mempengaruhinya terutama faktor 
sosial budaya. Kedua pengertian saling mempengaruhi dan 
pengertian yang satu hanya dapat dipahami dalam konteks 
pengertian yang lain. Banyak ahli filsafat, biologi, 
antropologi, sosiologi, kedokteran dan lain-lain bidang ilmu 
pengetahuan telah mencoba memberikan pengertian 
tentang konsep sehat dan sakit ditinjau dari masing-masing 
disiplin ilmu. Masalah sehat dan sakit merupakan proses 
yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan 
manusia beradaptasi dengan lingkungan baik secara 
biologis, psikologis, maupun sosio-budaya. 
UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan 
sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan 
ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat 
sebagai suatu kesatuan yang utuh dari unsur-unsur fisik, 
mental dan sosial dan didalamnya kesehatan jiwa 
merupakan bagian integral kesehatan. 
II.3.2. Pengertian Pelayanan Kesehatan   
Pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam 
kebijakan publik. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi 
kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang 
memiliki pendapatan atau rumah memadai, melainkan pula orang yang 
sehat, baik jasmani maupun rohani. 
Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, pelayanan kesehatan adalah 
subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan 




Sedang menurut Lavey dan Loomba (1973) pelayanan kesehatan 
adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri ataupun bersama-
sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara 
kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan 
kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok dan 
masyarakat. 
Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan 
yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan 
kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), rehabilitasi 
(pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, 
lingkungan. Yang dimaksud subsistem disini adalah input, proses, output, 
dampak, serta umpan balik.  
- Input adalah beberapa sub-elemen yang diperlukan sebagai 
masukan untuk berfungsinya sistem. 
- Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah 
masukan sehingga menghasilkan sesuatu (keluaran) yang 
direncanakan. 
- Output adalah hal-hal yang dihasilkan oleh proses. 
- Dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah 
beberapa waktu lamanya. 
- Umpan balik adalah hasil dari proses yang sekaligus sebagai 
masukan untuk sistem tersebut. 
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- Lingkungan adalah dunia luar sistem yang mempengaruhi 
sistem tersebut. 
Dalam UU 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa 
pelayanan kesehatan harus memenuhi beberapa unsur pokok yakni: 
ketersediaan (availability), keteraksesan (accesibility), keberterimaan 
(acceptability), serta kualitas (quality). Untuk itu perlu dilakukan upaya 
untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan walaupun masyarakat 
sebagai pengguna pelayanan tidak lagi membayar pelayanan yang 
diterimanya.  
II.3.3 Peran Pemerintah Daerah 
Penyelenggaraan program jaminan sosial sepatutnya melibatkan 
pemerintah daerah. Hal ini juga untuk dapat memenuhi ketentuan UU No. 
32/2004. Keterlibatan pemerintah daerah juga diperlukan untuk menjamin 
penyelenggaraan program jaminan sosial bagi penduduk di daerah terkait 
agar sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2004, tetapi juga untuk 
memenuhi UU No. 32/2004. (Sulastomo,2011:45) 
Peran pemerintah daerah itu antara lain adalah: 
1. Pengawasan penyelenggaraan program SJSN agar sesuai 
dengan ketentuan, misalnya standar, kualitas, dan tarif, antara 
lain pada tingkat daerah dapat dibentuk sebuah Badan 
Pengawasan SJSN Daerah. 
2. Menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk 
“penerima bantuan iuran” ataupu masyarakat yang lain. 
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3. Penentuan peserta “penerima bantuan iuran”. 
4. Penyediaan/ pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang, 
misalya sarana kesehatan. 
5. Mengusulkan pemanfaatan/ investasi dana SJSN di daerah 
terkait. 
6. Saran/ usul kebijakan penyelenggaraan SJSN. 
Terkait dengan otonomi daerah, khususnya UU No. 32/ 2004, dimana 
pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menjalankan 
program jaminan sosial, pemerintah daerah Kota Makassar dalam hal ini 
Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: 
1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 13 tahun 2008 tentang 
pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di 
Provinsi Sulawesi Selatan 
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tentang kerja 
sama Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 
171:”Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten/kota, dialokasikan minimal 10% dari total APBD” 
II.4. Program Pelayanan Kesehatan Gratis 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap individu dan semua 
warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya 
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menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan 
makmur. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama 
pada pasal 28 (ayat 3) dan pasal 34 (ayat 2) mengamanatkan bahwa 
“Jaminan Sosial adalah hak setiap warga negara” dan “Negara 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu”. Oleh karena 
itu, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kewajiban dan 
urusan yang perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat 
dan daerah. 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki visi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 yaitu: 
“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PROVINSI SEPULUH TERBAIK 
DALAM PEMENUHAN HAK DASAR”. Salah satu hak dasar itu adalah 
”layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas” 
Tindak lanjut kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang 
Pemenuhan Hak Dasar Pelayanan Kesehatan adalah pemberian 
Pelayanan Kesehatan Gratis bagi seluruh penduduk Sulawesi Selatan.  
Tujuan pelayanan kesehatan gratis ini adalah: 
1. Meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan yang 
optimal. 
2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk mendapatkan 





1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan sehat serta berhak 
memperolah pelayanan kesehatan”. 
2. UUD 1945 Pasal 34 mengamanatkan ayat (1) “Fakir miskin dan 
anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, sedangkan ayat 
(3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”. 
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
menetapkan bahwa setiap orang berhak menerima pelayanan 
kesehatan. 
4. UU No. 36 tahun 2009 utentang kesehatan. 
5. Perda No. 2 tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Gratis. 
6. Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2008 Tentang Pedoman 
Pelayanan Kesehatan Gratis. 
7. Peraturan Gubernur No. 15  tahun 2008 tentang Regionalisasi 
Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pelayanan Kesehatan Gratis adalah suatu program yang dicanangkan 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/ 
Kabupaten guna membebaskan atau meringankan biaya kesehatan bagi 
penderita penyakit di Sulawesi Selatan.  
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Implementasi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Kesehatan 
Gratis. 
Pelayanan kesehatan gratis mencakup semua pelayanan kesehatan 
dasar di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan 
di kelas III rumah sakit/ balai kesehatan milik pemerintah (pusat dan 
daerah) tidak dipungut biaya dan obat yang diberikan menggunakan obat 
generik (formularium). 
Sasaran program pelayanan kesehatan gratis menurut Pergub Sulsel 
Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulsel adalah seluruh penduduk 
Sulawesi Selatan yang mempunyai identitas (KTP/Kartu Keluarga), tidak 
termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.  
Peserta yang akan mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui 
pembagian kartu anggota dilakukan melalui pendataan sasaran, registrasi 
peserta, dan penetapan oleh Bupati atau Walikota. Pendataan sasaran 
dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, untuk 
dilakukan rekapitulasi (Pasal 10 Pergub No. 13 Tahun 2008). 
II.4.1. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 
Jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di suatu daerah. Program ini 
diselenggarakan secara nasional namun pelaksanaannya hanya bisa 
dilakukan di daerah yang berlaku saja. Awal munculnya Jamkesda adalah 
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jaminan kesehatan yang diadakan oleh pemerintah daerah karena 
jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pusat tidak dapat 
menjangkau seluruh penduduk miskin yang tidak mampu untuk berobat. 
Lingkup Jamkesda adalah kabupaten atau provinsi. Jamkesda merupakan 
perwujudan dari solidaritas sosial penduduk daerah.  
Pendanaan program jamkesda merupakan dana bantuan keuangan 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I (APBD Tk. I) dan 
dana bantuan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Untuk dana 
pelayanan Jamkesda di puskesmas disalurkan langsung ke puskesmas, 
sedangkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dikelola Departemen 
Kesehatan dan pembayaran langsung melalui kas negara. Penyaluran 
dana ini tetap dalam kerangka penjaminan kesehatan bagi penduduk 
miskin yang tidak terpisahkan sebagai kerangka jaminan dalam subsistem 
pelayanan yang seiring dengan subsistem pembiayaannya.  
Sisa dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang tidak terjangkau 
oleh jaminan kesehatan baik Askes, Jamsostek, maupun Jamkesmas 
kemudian ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang 
merupakan wujud dari pelayanan kesehatan gratis yang diselenggerakan 
di Sulawesi Selatan oleh kerja sama antara pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota.   
II.5. Kerangka Konsep 
Secara garis besar, Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan 
menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk 
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memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah 
terjadi dan menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan.  
Begitu pula dengan Implementasi program pelayanan kesehatan di Kota 
Makassar, khususnya pada pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota 
Makassar. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konseptual yang akan 
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III.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar. Mengingat bahwa dalam pelayanan 
program Jamkesda Dinas Kesehatan sebagai pihak yang menyalurkan 
anggaran APBD untuk klaim dana jaminan kesehatan sedangkan 
puskesmas-puskesmas di kota makassar adalah lokasi pelayanan dasar 
yang dijangkau oleh pelayanan Jamkesda.  
III.2. Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus secara kualitatif 
dimana penulis menggunakan wawancara, obeservasi langsung ke 
lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber data 
utama. 
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian 
III.3.1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yang memberikan 
gambaran mengenai studi kasus pada implementasi program pelayanan 
kesehatan khususnya pada Jamkesda di Kota Makassar. Penelitian 
deskriptif ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai 
sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan 
sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti 
yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. 
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III.3.2. Dasar Penelitian  
Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian ini 
menelaah pada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, 
mendetail dan komprehensif dengan mengkaji bagaimana implementasi 
program pelayanan kesehatan di kota makassar, khususnya pada 
Jaminan Kesehatan Daerah.  
III.4. Unit Analisis 
Sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam 
penelitian maka yang menjadi unit analisis adalah organisasi sebagai 
implementor kebijakan pelayanan kesehatan khususnya Jamkesda di kota 
Makassar. Unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan bagaimana 
implementasi program pelayanan kesehatan Jamkesda di kota Makassar 
sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk 
memberikan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat khususnya di 
Kota Makassar.  
III.5. Teknik Pemilihan Informan 
Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling yaitu informan yang dipilih secara sengaja atau 
menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili 
karakteristik populasi. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu penelitian harus terlebih 
dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat 
dari populasi sebelumnya. 
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Salah satu jenis teknik ini adalah sampel purposive yaitu salah satu 
teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau 
menunjuk langsung orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-
karakteristik populasi. Penggunaan teknik ini senantiasa memiliki 
pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat populasi 
sebelumnya. 
Dalam Penelitian ini digunakan informan, yaitu: 
1. Dari pihak pemerintah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar 
yang secara langsung menangani implementasi program 
pelayanan kesehatan ini. 
2. Tokoh masyarakat diluar target group. 
3. Aparat pemerintah daerah yang terkait. 
4. Dan dari target group, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran 
dari program pelayanan kesehatan ini. 
III.6. Fokus Penelitian 
Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-
konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan 
fokus penelitian sebagai berikut: 
Implementasi program adalah suatu tindak lanjut setelah suatu 
program (jamkesda) ditetapkan, baik strategi-strategi maupun 





a. Isi kebijakan 
- Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang 
akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas 
politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan. 
- Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat 
secara kolektif akan dapat memperoleh dukungan dalam 
implementasinya dan sebaliknya. 
- Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang 
ditetapkan yang mengharapkan akan adanya sedikit perubahan 
perilaku dalam masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, 
tetapi untuk program yang mengharapkan adanya perubahan 
yang mendasar dimasyarakat dalam jangka panjang akan sulit 
untuk diimplementasikan. 
- Letak pengambilan keputusan, bahwa setiap keputusan akan 
mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil, 
misalnya ditingkat ditingkat pemerintah daerah kota Makassar, 
dan akan berdampak pada tingkat implementasi dari kebijakan 
tersebut. 
- Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam 
tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang 
akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program, 
dan keputusan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan 
tersebut akan dicapai. Sumberdaya yang dilibatkan, bahwa setiap 
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keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber 
daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program 
Jamkesda.  
b. Konteks Kebijakan 
- Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, bahwa 
mereka yang akan mengimplementasikan program mungkin akan 
mencakup partisipasi tingkat pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, baik itu kalangan birokrat, pengusaha maupun masyarakat 
umum. Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif ataupun 
tidak, tergantung konten dari program Jamkesda dan strukturnya 
dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Mereka ikut terlibat dalam 
implementasi program, dan setiap masing-masing aktor memiliki 
kepentingan tertentu terhadap program tersebut dan mereka 
berusaha mencapainya dengan membuat ketentuan-ketentuan 
dalam prosedur alokasinya.   
- Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang 
diimplementasikan mungkin adalah hasil dari perhitungan politik 
dari kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk 
mendapatkan sumber daya yang terbatas, respon dari petugas 
yang mengimplementasikan, dan tindakan-tindakan elit politik, 
semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan masing-
masing. Analisis atas implementasi dari program yang spesifik 
dalam interaksinya akan mempertimbangkan penilaian kapabilitas 
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kekuasaan dari para aktor, kepentingan-kepentingannya, dan 
strategi untuk mencapainya, serta karakteristik dari penguasa. 
- Kepatuhan dalam daya tanggap, bahwa dalam upaya untuk 
mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang 
timbul dari interaksi dalam lingkungan program dan administrasi 
program. Yang pertama, birokrat harus berhadapan dengan 
masalah yang berkaitan dengan begaimana menjaga kesehatan 
agar hasil akhir dari kebijakan dapat dicapai walaupun mereka 
harus menangani berbagai interaksi diantara aktor yang 
berkepentingan dalam implementasi kebijakan tersebut. Yang 
kedua, bagaimana responsivitas dari birokrat terhadap keinginan-
keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari 
pelayanan yang diberikannya agar tujuan kebijakan dan program 
dapat tercapai.  
III.7. Teknik Pengumpulan Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan oleh 
para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen 
yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data 
yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data Primer dapat diperoleh melalui: 
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a. Observasi (Pengamatan), dilakukan dengan mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang diteliti 
untuk memperoleh data yang kongkrit di lokasi penelitian. 
Pengamatan yang dilakukan melalui observasi terbatas dengan 
berupaya mengumpulkan data primer dan data sekunder. 
b. Interview (wawancara), dilakukan dengan wawancara langsung 
atau tanya jawab terhadap sejumlah informan yang dianggap 
mengetahui objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan 
menggunakan instrumen pedoman wawancara. 
2. Data sekunder  
Data sekunder dapat diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik 
pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan 
atau literatur yang bersumber dari buku-buku, internet, dan koran-koran 
untuk yang berhubungan dengan penelitian. 
III.8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana 
yang dikemukakan Moleong, proses analisa data kualitatif dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 
Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan 
dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman 
yang inti, proses dan pernyataan perlu dijaga, sehingga tetap berada 
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didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya kedalam satu-
satuan itu, kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap 
terakhir dari data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.  
Dalam penelitian ini, data-data tentang Implementasi program 
pelayanan kesehatan (Studi pada program Jaminan Kesehatan 
Daerah di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar) yang telah 
didapatkan baik melalui wawancara atau dokumentasi disajikan secara 
menyeluruh kemudian dipilih data yang diperlukan dan dikelompokkan 















HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 
IV.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
IV.1.1. Keadaan Geografis 
Kota Makassar berada di posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah selatan Indonesia. 
Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada terletak antara 119  24’ 
17’ 38” Bujur Timur dan 5  8’ 6’ 19” Lintang Selatan yang berbatasan 
sebalah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, 
sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelat barat adalah Selat 
Makassar. Diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di 
bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. 
Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas 
wilayah perairan kurang lebih 100 Km².  
Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Diantara 
kecamatan - kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan 
dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, 
Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Ketinggian Kota Makassar bervariasi 
antara 0-25 meter dari permukaan laut dengan suhu antara 20  C sampai 
dengan 32  C.  
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Penduduk Kota Makassar tahun 2009 adalah sebesar 1.272.349 jiwa 
yang terdiri dari 610.270 jiwa laki-laki dan 662.079 jiwa perempuan. 
Jumlah rumah tangga di kota Makassar tahun 2009 mencapai 296.374 
rumah tangga. Dengan kecamatan Tamalate memiliki posisi nomor satu 
untuk jumlah penduduk terbesar di kota Makassar yakni sebanyak 
154.464 jiwa pada tahun 2009. Sedangkan kecamatan Rappocini 
menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk sebesar 145.090 jiwa 
pada tahun 2009, disusul oleh kecamatan Tallo dengan jumlah penduduk 
sebesar 137.333 rumah tangga.  
Kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga terbesar di kota 
Makassar adalah kecamatan Biringkanaya dengan jumlah rumah tangga 
sebesar 35.684 rumah tangga. Disusul dengan kecamatan Tallo dengan 
jumlah rumah tangga sebesar 35.618 rumah tangga dan kecamatan 
Tamalate terbesar ketiga dengan jumlah rumah tangga sebesar 32.904 
rumah tangga. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil 
dan jumlah rumah tangga terkecil adalah kecamatan Ujung Pandang 
dengan jumlah penduduk adalah sebesar 29.064 jiwa dan jumlah rumah 
tangganya adalah sebesar 7.177 rumah tangga.  
Laju pertumbuhan penduduk di kota Makassar yang paling tinggi 
untuk periode 10 tahun terakhir adalah kecamatan Biringkanaya dengan 
laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,57 persen per tahun. Sedangkan 
kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah 
kecamatan Wajo dan kecamatan Mamajang yakni sebesar 0,45 persen 
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per tahun. Penduduk kota Makassar tahun 2010 tercatat sebanyak 
1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. 
Sementara itu komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditujukan 
dengan rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar, yaitu sekitar 92,17% 
yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.  
IV.1.2. Kondisi Sektor Kesehatan 
Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan bisa dilihat dari dua 
aspek kesehatan yaitu sarana kesehatan dan sumber daya manusia. 
Pada tahun 2009 di kota Makassar terdapat 16 rumah sakit yang terdiri 
dari 7 rumah sakit pemerinta/ABRI, 8 rumah sakit swasta serta 1 rumah 
sakit khusus lainnya.  
Jumlah puskesmas dari tahun 2009, dari 121 unit puskesmas dapat 
dikategorikan menjadi 37 puskesmas, 47 puskesmas pembantu, dan 
puskesmas keliling 37 buah.  
Disamping sarana kesehatan, ada sumber daya manusia di bidang 
kesehatan seperti dokter praktek sebanyak 3.551 orang dan bidan praktek 
sebanyak 117 orang. 
IV.1.3. Pembangunan Kesehatan di Kota Makassar  
Terkait dengan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Makassar yang 
memberikan pelayanan Jamkesda bagi pasiennya, maka pengelolaan 
jaminan kesehatan daerah pada penelitian ini hanya terpusat pada Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) serta Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
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Disamping sarana kesehatan ada sumber daya manusia di bidang 
kesehatan tenaga medis yang sepert dokter praktek sebanyak 3551 orang 
dan bidan praktek 117 orang dari 14 kecamatan yang terdapat di kota 
makassar. 
IV.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 
Organisasi yang diberikan kewenangan, tugas, fungsi pokok untuk 
melaksanakan pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan di kota 
Makassar adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan 
Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Derah Provinsi, Daerah 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) 
Dinas Kesehatan Pemerintah Kota  Makassar merupakan institusi 
pemerintah kota yang bergerak dalam jasa pelayanan umum yang 
meliputi jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara cepat, tepat, 
murah dan berkualitas di samping aparat pelayanan yang memberikan 
pelayanan dengan ramah dan memuaskan.  
Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang 
pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota 
Makassar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan:  
a. Tugas pokok 
Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang pelayanan 
umum yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi 
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merencanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan seperti mutu pelayanan, pencegahan dan 
pemberantasan penyakit, pengawasan obat, makanan dan 
minuman, pengendalian kesehatan lingkungan, pembinaan 
kesehatan lingkungan, pembinaan kesehatan lingkungan dan 
masyarakat serta tugas pembinaan keluarga berencana. 
b. Fungsi 
- Merencanakan usaha-usaha kesehatan yang meliputi 
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit ( 
preventif), pengobatan penyakit (rehabilitatif) yang 
berorientasi kepada masyarakat. 
- Melakukan pembinaan operasional atas pengelolaan 
pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan dan 
pembinaan kesehatan atas fasilitas non-kesehatan yang 
mempunyai potensi kendali kesehatan masyarakat. 
- Melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat 
dalam bidang kesehatan.  
- Merencanakan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan. 
- Merencanakan pelayanan tugas bantuan pencegahan dan 
pemberantasan penyakit tertentu yang berjangkit di daerah 
dan tugas-tugas pemberantasan lainnya. 
- Melakukan pengawasan obat, makanan dan minuman. 
- Membina ketatalaksanaan pelayanan kesehatan. 
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Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Makassar 
1. Kepala Dinas   : Dr.Hj.Naisyah T. Azikin, M.kes 
2. Sekretaris   : H. Muh. Sere SE, M.Si 
3. Sub Bagian Umum &Kepegawaian : Hj. Nurbaeti Mappelawa, 
SE.  
4. Sub Bagian Keuangan  : Supatin,SE 
5. Sub Bagian Perlengkapan  : Anang Asyriansyah, S.Sos, MM 
6. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan : Dr. Hj. Adriana, MM 
- Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan : dr. Hj. Herlina, 
M.Kes 
- Seksi Kesehatan Khusus   : Hayiddin, SKM 
- Seksi Kesehatan Farmasi   : Muh. Irwan. A.S, 
S.Si, APT  
7. Bidang Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
: Dr. Hj. Sukmawati: 
- Seksi Pengendalian Penyakit Menular: dr. A. Mariani, 
M.H.Kes 
- Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi dan 
Kesehatan Matra   : Muh. Amir, SKM 
- Seksi Penyehatan Lingkungan : Sulha Kuba, SKM, M.Kes 




- Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Program 
Kesehatan : Sri Neswati Risamin, SKM    
- Seksi Registrasi dan Akreditasi  : drg. Nasruddin  
- Seksi Pengembangan Sarana, Tenaga, dan       
Masayarakat     : Hartaty, SKM, 
M.Kes 
9. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat  : Dr. H. Tasmin, 
M.Kes 
- Seksi Kesehatan Keluarga   : Hj. Wirda Alhabsyi, 
S.SIT  
- Seksi Gizi Masyarakat   : Hj. A. Bau Ratna, 
SKM, M. Kes 
- Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
      : drg. Ita Isdiani 
Anwar        : 
- UPTD 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Makassar dibantu oleh 4 (empat) Sub Bagian, yaitu 
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pencegahan Penyakit 
dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya 
Kesehatan, dan Bidang Bina Kesehatan Masyarakat. 
Kepala Dinas selaku pimpinan organisasi wajib mengawasi  
bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
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langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan memiliki tiga seksi yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan 
khusus, farmasi, perbekalan kesehatan, pengawasan obat, dan makanan, 
yaitu Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan, Seksi Kesehatan Khusus, 
Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan. 
Bidang Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
menyelenggarakan pengendalian penyakit, pengamatan penyakit tidak 
menular, imunisasi dan kesehatan matra serta penyehatan lingkungan. 
Bidang ini memiliki tiga seksi, yaitu Seksi Pengendalian Penyakit, Seksi 
Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra, Seksi Penyehatan 
Lingkungan. 
Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 
menyelenggarakan perencanaan dan pendayagunaan program, 
pengembangan sarana, tenaga kesehatan, jaminan kesehatan serta 
registrasi dan akreditasi. Bidang ini memiliki tiga seksi, yaitu Seksi 
Perencanaan dan Pendayagunaan Program, Seksi Pengembangan 
Sarana, Tenaga Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, serta Seksi 
Registrasi dan Akreditasi. 
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan program 
kesehatan keluarga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat. Bidang ini juga memiliki tiga seksi, yaitu Seksi 
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Kesehatan Keluarga, Seksi Gizi Mayarakat, serta Seksi Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.  
IV.2. Hasil Penelitian 
IV.2.1 Isi Kebijakan & Konteks Kebijakan 
Jika Jaminan Kesehatan Daerah dalam konteks Administrasi publik 
sebagai ilmu interdisipliner dapat menjelaskannya dalam objek forma yang 
tidak saja menggunakan satu-satunya aspek akan tetapi semua aspek 
yang dibutuhkan oleh objek materialnya yaitu kesehatan masyarakat 
dalam rangka memenuhi kehendak negara yang diisyaratkan oleh 
konstitusi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis terbukti bahwa beberapa faktor ini mempengaruhi 
keberlangsungan implementasi program jaminan kesehatan daerah di 
Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. 










 Grafik 1. Data dari Badan Pusat Statistik (Makassar dalam angka) 
Dari rentang waktu awal dimulainya implementasi Jaminan Kesehatan 
Daerah ini, data yang diperoleh mengungkapkan bahwa dari tahun ke 
tahun warga kota Makassar mengalami pertambahan jumlah penduduk 
sehingga membuat tingkat pengakses kesehatan juga bertambah. Dengan 
adanya hal tersebut, program Jamkesda dibuat mencakup pertambahan 




2010 2009 2011 
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Tingginya rujukan dari Puskesmas 
Rekapan laporan Pelayanan Jamkesda Dinas Kesehatan tahun 2012 
Bulan Januari s/d Maret 2012 
Satuan Jumlah No Jumlah Kunjungan 
I 1 Rawat Jalan Orang 348.498 
  2 Rawat Inap Umum Orang 304 
II Jumlah yang dirujuk Satuan Jumlah 
  1 Dirujuk Orang 10.701 
Bulan April s/d Juni 2012 
Satuan Jumlah No Jumlah Kunjungan 
I 1 Rawat Jalan Orang 347.273 
  2 Rawat Inap Umum Orang 433 
II Jumlah yang dirujuk Satuan Jumlah 
  1 Dirujuk Orang 11.235 
Bulan Juli s/d September 2012 
Satuan Jumlah No Jumlah Kunjungan 
I 1 Rawat Jalan Orang  363.785 
  2 Rawat Inap Umum Orang 179 
II Jumlah yang dirujuk Satuan Jumlah 
  1 Dirujuk Orang 9.418 
  Tabel 1. Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Makassar 
Data diatas menunjukkan peningkatan tiap triwulan dalam tahun 2012 
dimana pasien pengguna Jamkesda mendapat rujukan ke rumah sakit. 
Tingginya tingkat rujukan pasien ke rumah sakit menimbulkan 
peningkatan kuantitas pelayanan. Sedangkan pelayanan di Rumah Sakit 
Umum Daya Kota Makassar belum maksimal jika ditambah pasien rujukan 
dari luar kota Makassar. 
Penjelasan wawancara informan penulis tempatkan dalam bagian 
pembahasan berikut ini. 
Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan 
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Dimana tugas 
implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan 
kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang 
melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders). 
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Demikian juga dengan program jaminan kesehatan daerah di Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis, bahwa dalam 
rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan guna 
mengakses pelayanan kesehatan, disamping itu dapat memberi solusi 
terhadap masalah-masalah kesehatan yang selama ini menjadi beban 
pemerintah dan masyarakat serta akan memberikan sumbangan yang 
sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator 
pembangunan kesehatan yang lebih baik. 
Disertai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelayanan Kesehatan Gratis serta Peraturan Gubernur Nomor 
15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di 
Provinsi Sulawesi Selatan serta beberapa dasar hukum yang 
melatarbelakangi lahirnya program Jaminan Kesehatan Daerah ini. 
Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagai upaya pemerintah 
daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan, 
terutama bagi masyarakat miskin. Terdapat dua alasan yang memotivasi 
pemerintah daerah untuk memperkenalkan kebijakan jaminan kesehatan 
lokal. Alasan pertama adalah faktor regulasi. UU No. 32 tahun 2004 
tentang diberikannya kesempatan bagi pemerintah daerah untuk 
mengembangkan program jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. 
Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 yang mengijinkan 
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pemerintah daerah membentuk lembaga yang mengkhususkan diri dalam 
mengelola program Jaminan Kesehatan di wilayah masing-masing juga 
menjadi salah satu pendorong. Selain itu, pedoman pelaksanaan program 
Jamkesmas yang diterbitkan setiap tahun menyarankan bahwa orang 
miskin yang tidak termasuk dalam daftar keanggotaan Jamkesmas yang 
ditetapkan kepala daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 
Alasan kedua adalah kepentingan politik kepala daerah. Sistem 
pemilihan langsung kepala daerah memiliki implikasi terhadap bagaimana 
pemerintah daerah merumuskan kebijakan pembangunannya. Sistem 
pemilihan langsung telah mengalihkan fokus akuntabilitas pemimpin yang 
terpilih. Kepala daerah telah menjadi subjek penilaian para konstituen 
yang berbeda dibandingkan sistem pemilihan sebelumnya. Oleh karena 
itu, pemimpin yang baru tersebut akan mencari kebijakan populer yang 
dapat mempertahankan dukungan rakyatnya, termasuk menjanjikan  
adanya jaminan kesehatan untuk masyarakat. 
Jaminan Kesehatan Daerah (untuk selanjutnya disingkat Jamkesda) 
adalah suatu program yang tengah diimplementasikan oleh pemerintah 
Kota Makassar sejak tahun 2008.  Jamkesda adalah skema pembiayaan 
pelayanan dasar yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna membebaskan 
atau meringankan biaya pelayanan kesehatan di Kota Makassar.  
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Dimana tujuan dari adanya program Jamkesda ini adalah untuk 
membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Makassar. 
Sebuah program pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik jika 
program tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Sosialisasi adalah 
sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai serta aturan 
dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau 
masyarakat. Dalam sesi wawancara yang dilakukan penulis dengan 
Kepala Dinas Kesehatan Makassar, beliau  menjelaskan bahwa: 
“Kami sudah mengimbaukan prosedur bagi masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Jamkesda dalam 
memeriksakan diri ke Puskesmas maupun bila dirujuk ke 
Rumah Sakit.” (NTA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Makassar, Selasa, 2 Oktober 2012). 
Dari wawancara dengan seorang bapak yang memiliki istri yang 
dirawat di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar yang 
mengimplementasikan program Jamkesda ini mengatakan bahwa:  
“Iya, kami tahu ada pelayanan kesehatan gratis lewat 
Jamkesda namanya. Nanti di rumah sakitpi baru kami 
diberitahu tata caranya.” (II, Rabu, 3 Oktober 2012). 
Hal serupa diungkapkan oleh orang tua seorang anak yang juga dirawat di 
rumah sakit yang sama. Beliau mengatakan; 
“Memang ada Jamkesda di ini Rumah Sakit. Sebelum 
dilayani ki, ditanyai mau pakai prosedur pelayanan apa. 
Jamkesda kah, atau Jamkesmas kah. Tapi saya tidak tahu 
jumlah pembiayaan untuk tiap pasien berapa. Cuma yang 
saya tahu kalau masukki dalam daftar pengguna Jamkesda, 
ada pelayanan gratisnya itu.” (Rabu, 3 Oktober 2012) 




 “Kalau sosialisasi, kami dari Dinas laksanakan dengan 
mengundang pihak-pihak yang terkait dari puskesmas-
puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit. Sementara itu 
menjadi tanggungan pihak Puskesma dan rumah sakit 
bagaimana mengelola sistem jaminan ini agar terlaksana 
dengan baik. Tergantung kebijakan masing-masing rumah 
sakit dalam pengelolaannya, karena ini memakai sistem 
klaim dana. Kami hanya bertugas untuk memantau dan 
menerima pengaduan.” (Kamis, 4 Oktober 2012) 
 
Adapun mekanisme alur dana program Jamkesda ini yaitu dana 
berasal dari tim program Jamkesda pemerintah provinsi Sulawesi Selatan 
ke pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian dana tersebut 
dilanjutkan ke pihak Asuransi Kesehatan yang akan di klaim oleh 
Puskesmas, Rumah Sakit, dan Balai Kesehatan milik pemerintah yang 
selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dan dilakukan verifikasi oleh tim 
pengendali ( Aparat Pengawas Fungsional) yang ditempatkan di masing-
masing Puskesmas, Rumah Sakit serta Balai Kesehatan tersebut. Dalam 
proses keberlanjutannya, pihak Askes yang akan mengajukan klaim atas 
dana yang telah dikeluarkan bagi peserta Jamkesda kepada Biro 
Keuangan Pemprov Sulsel. Pembayaran ke Puskesmas dan Rumah 
Sakit, berdasarkan klaim atau mekanisme lain yang dianggap efektif dan 
efisien. Khusus untuk Balai Kesehatan milik Pemerintah pembayaran 
disesuaikan dengan tarif pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap 
Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku. 
Dalam menyalurkan dana program Jamkesda ini, diperoleh Puskesmas 
dan Rumah Sakit dalam usaha untuk meningkatkan proses pelayanan 
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kesehatan yang ada. Adapun sebagai persyaratan Puskesmas dan 
Rumah Sakit dalam menerima persyaratan ini adalah:  
1. Memiliki izin operasional penyelenggaraan Jamkesda 
2. Wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana 
Jamkesda di atas kertas bermaterai 
3. Wajib membebaskan seluruh biaya pelaksanaan proses pelayanan 
kesehatan tingkat dasar (peserta Jamkesda tidak boleh dikenakan 
biaya pelayanan dengan alasan apapun). 
Pengawalan pelaksanaan program Jamkesda ini dalam bentuk 
monitoring, supervisi, pelaporan serta pengawasan. Bentuk monitoring 
dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan 
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program Jamkesda 
tersebut.  
Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa 
dana Program Jaminan Kesehatan Daerah diterima oleh yang berhak 
dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat. Komponen utama 
yang dimonitor adalah : 
1. Alokasi Dana 
2. Penyaluran dan Penggunaan Dana 
3. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan 
4. Administrasi Keuangan  
5. Pelaporan 
Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Pengendali 
Provinsi Sulawesi Selatan dan kota Makassar. 
1. Monitoring oleh Tim Pengendali Provinsi 
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a. Monitoring Pelaksanaan Program  
1) Monitoring ditujukan untuk memantau  
-Penyaluran dana dan penyerapan dana  
- Kinerja Tim Pengendali Kota 
- Pengelolaan tingkat Kabupaten/Kota 
2 ) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapanpenyaluran 
dana, pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran 
dana. 
b. Monitoring kasus pengaduan dan penyelewengan dana. 
1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk 
menemukenali dan menyelesaikan masalah yang muncul 
dilapangan. 
2) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam 
menangani pengaduan dan penyimpangan uang 
dilakukan sesuai kebutuhan. 
2. Monitoring oleh Tim Pengendali Kota 
a. Monitoring Pelaksanaan Program 
1) Monitoring ditujukan untuk memantau pengelolaan dana 
pada tingkat unit pelayanan. 
2) Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan 
pasca penyaluran dana. 
b. Monitoring kasus pengaduan dan penyelewengan dana 
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1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk 
menemukenali dan menyelesaikan masalah yang muncul 
di unit pelayanan. 
2) Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani 
pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan.    
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 
program Jamkesda, masing-masing Tim Pengendali dan Pelaksana 
diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. 
Secara umum hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah 
berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan 
dan pemanfaatan dana hasil monitoring, evaluasi dan pengaduan 
masalah. Pada setiap akhir semester, Tim Pengendali Provinsi diwajibkan 
melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan 
pelaksanaan program Jamkesda, sejauhmana pelaksanaan program 
berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang dikerjakan dan apa 
yang tidak dikerjakan, hambatan yang terjadi dan penyebabnya, upaya 
yang diperlukan untuk mengatasinya serta rekomendasi untuk perbaikan 
program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun 
program lainnya. Pelaksanaan pelaporan maupun penggunaan dana 
program Jamkesda mengikuti mekanisme pelaporan yang ada.  
Pengawasan pelaksanaan program Jamkesda dilaksanakan secara 
berjenjang berdasarkan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintah 
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Daerah. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa dana yang 
disalurkan sesuai maksud dan tujuan penggunaannya serta untuk 
menghindarkan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan 
keuangan daerah, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. 
Pengawasan dan pelaksanaan program Jamkesda terdiri dari 
pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan 
masyarakat. 
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya secara berjenjang, 
baik pada tingkat provinsi, kota maupun unit pelayanan. 
Pengawasan fungsional yang melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program Jamkseda adalah Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta 
Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota 
Makassar. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit 
sesuai dengan kebutuan lembaga/instansi tersebut atau atas permintaan 
instansi yang akan diaudit. 
Pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka efektifitas 
dan transparansi penggunaan dana program Jamkesda. Jika terdapat 
indikasi penyimpangan, masyarakat kota Makassar dapat membuat 
laporan kepada Tim Pengendali atau instansi pengawas fungsional dan 
lembaga yang berwenang lainnya. 
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Jamkesda melayani jenis pelayanan kesehatan tingkat dasar dan 
tingkat lanjut. Pelayanan kesehatan tingkat dasar berupa Rawat Jalan 
Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dan 
penanganan gawat darurat yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya. 
Pelayanan kesehatan tingkat lanjut berupa Rawat Jalan Tingkat Lanjut 
(RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dan penanganan gawat 
darurat yang diberikan di PPK milik pemerintah yang telah ditunjuk. Dalam 
hal ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar.  
Pelaksanaan program Jamkesda ditegaskan dalam Peraturan 
Gubernur Pasal 5 Nomor 13 Tahun 2008  yang berasaskan  
a. Transparansi 
b. Akuntabilitas publik  
c. Team work  
d. Inovasi 
e. Cepat, cermat dan akurat 
f. Pelayanan terstruktur yang berjenjang 
g. Kendali mutu dan kendali biaya 
Jamkesda bertujuan untuk meningkatkan akses guna tercapainya 
derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan meningkatkan kualitas 
serta pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang meringankan 
beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan. 
Arah pelaksanaan Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daya kota 
Makassar mengutamakan proses pelayanan yang mengarah pada 
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peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang tentunya mengacu pada 
peraturan yang ada. Pihak Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas 
serta Balai Kesehatan pun senantiasa mendukung program ini baik dari 
segi pelaksanaan maupun monitoring, misalnya pengalokasian dana yang 
jelas terhadap item yang digratiskan, serta proses sosialisasi kepada 
masyarakat terhadap program iniuntuk mencegah kesalahan persepsi di 
publik tentang Jamkesda.  
IV.3. Isi Kebijakan 
Jamkesda adalah skema pembiayaan pelayanan kesehatan gratis 
yang ditangulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah kota Makassar guna membebaskan atau 
meringankan biaya kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya 
di kota Makassar. Implementasi janji tersebut telah dituangkan ke dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Kerjasama Penyelenggaraan Kesehatan Gratis. 
Program Jamkesda di kota Makassar menggunakan skema Jaminan 
Kesehatan Semesta (Universal Health Security Scheme) dimana program 
ini menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk di kota 
Makassar. Setiap orang yang ingin mengakses manfaat hanya diminta 
untuk menunjukkan bahwa ia adalah penduduk sah dalam wilayah kota 
Makassar. Adapun kebijakan ini merupakan perpanjangan dari kebijakan 
provinsi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dimana 
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pemerintah kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
setuju untuk berbagi penyelenggaraan jaminan kesehatan. 
Kategori program ini bersifat tidak memerlukan database penerima 
manfaat karena program mencakup semua warga yang tinggal di kota 
Makassar. Untuk mengakses pelayanan kesehatan, pengguna hanya 
diminta untuk menunjukkan bukti tempat tinggal. Cakupan manfaat 
Jamkesda ini termasuk pembebasan penuh dari biaya pelayanan 
kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar yang disediakan di 
Puskesmas dan rujukan untuk kelas rawat jalan serta layanan kelas tiga di 
rumah sakit umum daerah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daya Kota 
Makassar. 
Berdasarkan data keanggotaan program jaminan kesehatan 
pemerintah (Jamkesmas dan Jamkesda) di kota Makassar jumlah 
cakupan program lebih besar dari total penduduk. Pada tahun 2010 
jumlah penerima Jamkesda mencakup sebanyak 1.248. 436 penduduk. 
Selain itu penerima Jamkesmas tercatat sebesar 336.004 penduduk. 
Dengan demikian jumlah tanggungan sebesar 1.584.440 penduduk, lebih 
dari total penduduk Makassar yang hanya sekitar 1.292.900 jiwa. Dari 
data ini kita dapat menyimpulkan bahwa 291.450 penduduk dicakup baik 
oleh kedua jaminan kesehatan tersebut. 
Jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan mencerminkan kinerja 
ekonomi di wilayah masing-masing. Diantara sumber-sumber pendapatan 
asli daerah pajak daerah dan retribusi merupakan dua sumber dana paling 
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penting bagi pemerintah daerah. Di kota Makassar pendapatan dari sektor 
kesehatan hanya berkontribusi 1,5% -4,0% terhadap total PAD. Situasi ini 
menyiratkan bahwa di kota Makassar, pendapatan dari sektor kesehatan 
berkontribusi besar terhadap PAD, kebijakan untuk mengurangi atau 
menghilangkan retribusi kesehatan secara substansial dapat menurunkan 
kapasitas fiskal kota Makassar. Situasi ini dapat mendorong pemerintah 
kota Makassar untuk memotong alokasi pelayanan publik yang akan 
mengurangi kualitas dan/atau cakupan layanan yang diberikan. Dalam hal 
kebijakan jaminan kesehatan, kota Makassar tidak dapat mengadopsi 
jaminan kesehatan yang berbiaya mahal. Kota Makassar mengalokasikan 
dana yang cukup besar untuk program Jamkesda. Proporsi anggaran 
yang dialokasikan untuk Jamkesda berkisar antara 0,6% dampai 1,7% 
dari total anggaran. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan hanya sebagai 
pelaksana fungsi regulasi dan operasional. Sedangkan mengenai 
permasalahan anggaran dikoordiasikan oleh Sekretaris Daerah.  
Pencairan dana ke Rekening Rumah Sakit harus mendapat 
persetujuan dari Direktur Rumah Sakit setelah diverifikasi sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Dana yang diterima oleh Rumah Sakit 
dapat dimanfaatkan untuk membiayai paket/ jenis pelayanan yang 
diberikan meliputi pelayanan kesehatan RJTL, RITL, obat, bahan habis 
pakai, dan penunjang. 
Prosedur pembayaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum 
Daya Kota Makassar dilakukan secara bertahap (setiap triwulan/bulanan) 
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dan dilakukan verifikasi serta audit oleh aparat pengawas fungsional yang 
telah ditunjuk. Pembayaran pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit adalah 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah provinsi menyalurkan dana awal sejak dimulainya 
program ini ke rekening/kas kota Makassar, selanjutnya diteruskan 
ke rekening Rumah Sakit Milik pemerintah Kota Makassar (RSU 
DAYA). Besarnya jumlah dana yang dibayarkan diperhitungkan 
berdasarkan rata-rata pembayaran perbulan/ triwulan rumah sakit 
sebelumnya. 
2. Rumah Sakit dapat langsung mengambil dan menggunakan dana 
tersebut untuk pelayanan kesehatan masyarakat.  
3. Pertanggungjawaban dana tersebut berupa klaim pelayanan Ruah 
Sakit yang besarannya mengacu pada Jenis dan Tarif Pelayanan 
Kesehatan. 
4. Dan tahapan berikutnya dapat disalurkan bila dana tahapan awal 
telah dipertanggungjawabkan. 
5. Penerimaan klaim bagi Rumah Sakit milik Pemerintah Kota 
Makassar, pertanggungjawaban, pengelolaan dan pemanfaatannya 
diserahkan pada mekanisme yang ada. 
6. Rumah Sakit dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan 
dan ketentuan Rumah Sakit antara lain : jasa medik/pelayanan, 
jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, 
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dana operasional, pemeliharaan obat, darah dan kebutuhan 
administrasi pendukung lainnya.  
7. Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban disimpan oleh 
Rumah Sakit dan akan diaudit kemudian oleh Aparat Pengawas 
Fungsional (APF). 
8. Tim Pengendali Kota melakukan rekapitulasi realisasi klaim dan 
mengirimkannya ke Tim Pengendali Provinsi. 
Secara umum pengelolaan dana bantuan Jamkesda berpedoman 
pada ketentuan yang sudah ada  dan berlaku pada pengelolaan anggaran 
lainnya. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud meliputi ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah yang diberlakukan bagi dana APBD, 
demikian pula ketentuan tata cara pembukuan keuangan negara. 
Laporan merupakan komitmen bersama sekaligus 
pertanggungjawaban terhadap rangkaian pelaksanaan Jamkesda. 
Laporan dimaksud terdiri dari laporan pertanggungjawaban keuangan dan 
laporan proses pertanggungjawaban program.  
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 
program pelayanan Jamkesda, masing-masing Tim Pengendali dan 
Pelaksana diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak 
terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program 
adalah berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, 
penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi serta 
pengaduan masalah.  
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Pada setiap akhir semester, Tim Pengendali Provinsi wajib melaporkan 
semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan 
program pelayanan kesehatan Jamkesda, sejauh mana pelaksanaan 
program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang dikerjakan 
dan apa yang tidak dikerjakan, hambatan yang terjadi dan penyebabnya, 
upaya yang diperlukan untuk mengatasinya serta rekomendasi untuk 
perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama 
maupun program lainnya. Pelaksanaan pelaporan dan penggunaan dana 
Program Pelayanan Kesehatan Jamkesda mengikuti mekanisme 
pelaporan yang ada.  
Modul petunjuk teknis pelaksanaan program Jaminan Kesehatan 
Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 2 Tahun 2009. Berdasarkan data yang penulis peroleh, 
pelaksanaan program Jamkesda dapat diketahui bahwa jumlah besaran 
bantuan yang diterima oleh Rumah Sakit mengalami perubahan tiap 
triwulannya. Hal tersebut disesuaikan dengan jumlah pengguna Jamkesda 
di Rumah Sakit dan adanya perbedaan besaran bantuan yang diterima 
oleh masyarakat pengguna Jamkesda. 
Dari data yang diperoleh, alokasi dana yang telah dianggarkan pada 
tahun 2012 untuk Jamkesda adalah 42,2 Milyar yang 16,81 milyar 
diantaranya merupakan dana sharing dari pemerintah provinsi.  Dan 




IV.3.1. Kepentingan yang dipengaruhi 
Menurut Grindle, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan konten 
dan konteks suatu kebijakan akan sangat mempengaruhi. Dimana konten 
kebijakan masih terbagi lagi dan salah satunya adalah bagaimana 
program tersebut mempengaruhi kepentingan-kepentingan suatu 
kelompok selama program tersebut diimplementasikan. Kepentingan yang 
dipengaruhi adalah setiap kebijakan yang akan diambil akan 
mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi 
oleh proses pengambilan keputusan.  
Dalam hal pengimplementasian program Jamkesda di Rumah Sakit 
Umum Daya Kota Makassar, kepentingan yang dipengaruhi di sini adalah 
kepentingan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Makassar dimana pihak 
Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah sebagai implementor dan 
pengguna pelayanan Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daya Kota 
Makassar adalah masyarakat sebagai target group dari pelaksanaan 
program Jamkesda ini. 
Dari pihak Rumah Sakit Umum Daya, sudah tentu adanya program 
Jamkesda sangat mempengaruhi penyusunan program-program Rumah 
Sakit dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam 
wawancara dengan pihak administrasi RSU Daya Kota Makassar 
mengatakan bahwa:    
“Adanya dua sumber dana yang diterima oleh rumah sakit 
yaitu Jamkesmas dan Jamkesda cukup menyulitkan kami 
dalam mengelola data klaimnya. Karena di rumah sakit ini 
juga menerima jenis jaminan kesehatan lain, seperti Askes 
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dan lain-lain. Penyusunan programnya harus sesuai dengan 
petunjuk teknis yang ada. Karena banyaknya jaminan 
kesehatan yang kami terima, maka pengelolaannya juga 
butuh kehati-hatian agar data klaimnya tidak tercampur 
dengan jenis asuransi lain. Istilahnya seperti itu, bisa terjadi 
kesalahan klaim dana jika tidak hati-hati. Karena dana yang 
dimiliki rumah sakit terbatas, maka kami juga biasa terdesak 
oleh pihak-pihak tenaga medis yang belum terbayarkan jika 
klaim dana mengalami penundaan disebabkan pengaturan 
anggaran.” 
 Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa  
 “Tak ada pembangunan fisik dalam penggunaan Jamkesda 
ini. Kita dilarang. Yang ada hanya untuk pelayanan pasien 
saja. Seandainya pemerintah tidak menetapkan bagaimana 
penggunaan dana tersebut, Jamkesda ini juga dapat 
digunakan untuk pembangunan rumah sakit. Sayangnya 
tidak seperti itu. Karena kami pihak rumah sakit juga diawasi” 
(Rabu, 3 oktober 2012)  
Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa adanya program 
Jamkesda ini mempengaruhi kepentingan yang ada di Rumah Sakit 
Umum Daya Kota Makassar.  Dimana daya kreatifitas Rumah Sakit Umum 
Daya Kota Makassar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan 
mutu kesehatan sangat dibatasi. Karena RSU Daya dalam mengelola 
dana pelayanan kesehatan ini harus sesuai dengan petunjuk teknis yang 
ada.  
Dari pihak masyarakat sebagai target group dalam 
pengimplementasian program Jamkesda ini, sudah pasti adanya 
kepentingan mereka yang dipengaruhi dalam hal keterlibatan mereka 
dalam proses pelayanan di rumah sakit. Salah satu keluarga pasien 
mengatakan bahwa  
“Selama saya masuk rumah sakit ini, kami sudah 
diringankan soal pembiayaan pengobatan. Kecuali kalau 
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kami harus melakukan pengetesan di laboratorium yang 
bukan bagian dari jaminan Jamkesda” (Bapak AF, Rabu, 3 
Oktober 2012).  
Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa sudah benar beban 
biaya pelayanan kesehatan masyarakat sudah tidak lagi menjadi 
tanggung jawab masyarakat. Mereka hanya membiayai keperluan lain dari 
pelayanan yang lain (jenis pelayanan yang tidak terjangkau oleh 
Jamkesda).  
Dalam hal kepentingan masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya 
program Jamkesda ini, ternyata tidak terlalu baik pengaruhnya terhadap 
rumah sakit. Dimana kepentingan masyarakat dalam hal pembiayaan 
proses pelayanan kesehatan dan pengembangan rumah sakit mulai 
berkurang. Ini dikarenakan adanya pemahaman yang salah dari 
masyarakat tentang program Jamkesda ini. Mereka beranggapan bahwa 
program Jamkesda ini akan membiayai seluruh proses pelayanan 
kesehatan di rumah sakit. Padahal, partisipasi masyarakat dalam 
membiayai proses pelayanan kesehatan di rumah sakit masih sangat 
dibutuhkan demi menunjang pendapatan asli daerah (melalui retribusi). 
IV.3.2.  Tipe manfaat 
Dilihat dari tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat 
secara kolektif akan mendapatkan dukungan dalam implementasinya dan 
sebaliknya. Sama halnya dengan program Jamkesda yang tengah 
diimplementasikan di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar, telah 
memberikan manfaat bagi target groupnya, yaitu masyarakat dan rumah 
sakit sebagai implementor dalam program ini.  
89 
 
Sebagai target group dari program ini, masyarakat kota Makassar 
sangat menyambut baik adanya bantuan dari program Jamkesda ini. 
Dalam wawancara dengan seorang ibu yang dirawat di RSU DAYA 
mengatakan bahwa: 
“Kami sangat senang dengan adanya program Jamkesda ini 
dan cukup membantu dalam meringankan biaya kesehatan 
saya sekalipun tidak semuanya dibiayai” (Ibu NZ, Rabu 3 
Oktober 2012). 
Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Ibu MH yang memperkuat 
pernyataan tersebut 
“Jamkesda sangat bagus. Bisa membantu kami dalam 
mengurangi pembiayaan kesehatan karena sudah ada 
pelayanan yang digratiskan. Misalnya untuk pelayanan 
konsultasi dokter”. (Ibu MH, Kamis 4 Oktober 2012). 
Sementara dari pihak rumah sakit, program Jamkesda ini juga 
memberikan manfaat walaupun dana yang dikucurkan oleh pemerintah 
provinsi dan daerah masih belum menutupi semua kegiatan pelayanan 
kesehatan di rumah sakit dan adanya keterlambatan pencairan dana. 
Serta, cakupan pelayanan Jamkesda ini hanya dapat masyarakat 
gunakan untuk pelayanan kelas III. Dalam wawancara dengan pihak 
administrasi rumah sakit: 
 “Rumah sakit ini jadi memiliki banyak pasien, karena 
memberikan pelayanan kesehatan gratis. Akan tetapi juga 
kami masih kesulitan dalam mendapatkan klaim dana kami 
dengan alur pelaporan yang harus akurat ke pihak asuransi, 
juga banya masyarakat yang belum paham bahwa yang 
dibebaskan hanya pada pelayanan kesehatan dasar”. 







IV.3.3  Derajat perubahan yang diharapkan 
Derajat perubahan yang dimaksud disini adalah bagaimana perilaku 
yang diharapkan dari masyarakat dalam menyikapi program yang tengah 
diimplementasikan. Dimana program yang ditetapkan yang mengharapkan 
adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat akan mudah untuk 
diimplementasikan, tetapi untuk program yang mengharapkan adanya 
perubahan yang mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan sulit 
untuk diimplementasikan. 
Derajat perubahan ini dilihat pada saat suatu program tengah 
diimplementasikan. Program dikatakan berjalan dengan baik jika ada 
perubahan perilaku masyarakat dimana mereka memberikan respon 
positif dalam menyikapi program itu sendiri. 
Dalam wawancara dengan seorang Ibu yang memiliki anak yang 
dirawat di RSU DAYA Kota Makassar 
“Tentu kita merasa dimudahkan dengan adanya Jamkesda 
yang diterapkan di rumah sakit ini. Tinggal biaya dan 
pungutan lain yang masih ada yang kami bayar biasanya.” 
(Ibu W, Jumat, 5 Oktober 2012) 
 
Dari pemaparan Ibu diatas, dapat diketahui bahwa pasien sebagai 
target group merasa dimudahkan dan menyambut baik program 
Jamkesda yang diterapkan di RSU DAYA Kota Makassar. 
Dalam hal mengimplementasikan program Jamkesda, adanya 
perubahan sikap masyarakat kota Makassar khususnya pengguna 
Jamkesda sebagai target group memberikan respon yang positif. Dimana 
masyarakat sangat menyambut baik dengan adanya prgram pemerintah 
91 
 
Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dimana mereka sangat terbantu dalam 
meringankan beban biaya pelayanan kesehatan masyarakat. 
Sementara dari pihak Dinas Kesehatan Kota dan Rumah Sakit Umum 
Daya sebaga implementor program Jamkesda juga menyambut baik 
program Jamkesda ini. Dengan adanya respon baik dari rumah sakit , 
mengakibatkan pengimplementasian program Jamkesda ini berjalan baik 
di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar yang melaksanakan program 
ini. 
IV.3.4.  Letak Pengambilan Keputusan 
Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu program 
adalah letak pengambilan keputusan. Dimana letak pengambilan 
keputusan adalah setiap keputusan akan mempertimbangkan dimana 
keputusan tersebut akan diambil.  
Pada pengimplementasian program Jamkesda, pengambilan 
keputusan dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dalam 
wawancara dengan Seksi Pengembangan Sumber Daya di Dinas 
Kesehatan Kota Makassar, beliau menjelaskan bagaimana proses 
pengambilan keputusan dalam mengelola dana Jamkesda tersebut: 
“Yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini adalah 
seluruh stakeholder. Dimana ada tim yang menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas dan 
Rumah Sakit. Kemudian mereka akan melakukan rapat 
dengan pihak internal mereka dengan laporan berupa 
tindakan-tindakan yang terkait dengan penggunaan dana 
Rumah Sakit dalam bentuk Jamkesda. Maka dibentuklah 
klaim dana yang akan diajukan ke pihak asuransi yang akan 




Dari penjelasan Seksi Pengembangan Sumber Daya ini, dapat dilihat 
bahwa dalam pengimplementasian program Jamkesda, dilakukan proses 
pengambilan keputusan. Dimana proses pengambilan keputusan tersebut 
dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan semua pihak yang 
berkepentingan. 
IV.3.5.  Pelaksana Program 
Dari faktor pelaksana program, yaitu keputusan yang dibuat dalam 
tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan 
ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program, dan 
keputusan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut 
akan dicapai.  
Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan 
Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) yaitu pelaksana kebijakan 
merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri 
penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan 
kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, 
penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, 
pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.  
Program Jamkesda ini diimplementasikan di rumah sakit yang telah 
setuju melaksanakan program tersebut. Sehingga menjadi pelaksana dari 
program Jamkesda ini adalah orang-orang yang sengaja dipilih oleh 
Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar untuk mengelola dana 
Jamkesda ini.  
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Pihak Administrasi RSU DAYA mengatakan bahwa:  
“Yang menjadi pelaksana dalam mengelola dana Jamkesda 
ini adalah sebuah tim pengelola yang dibentuk berdasarkan 
SK (Surat Keputusan) dari direktur Rumah Sakit” (Rabu, 3 
Oktober 2012)  
Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksana program 
Jamkesda ini menggunakan SDM orang-orang yang ada di rumah sakit itu 
sendiri. Dimana orang-orang ini dibentuk dalam sebuah tim berdasarkan 
SK (Surat Keputusan) Direktur Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. 
IV.3.6.  Sumber daya yang dilibatkan 
Sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan 
penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana 
sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Komponen sumberdaya ini 
meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan 
dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan 
sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan 
yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana 
yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat 
dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, sarana dan 
prasarana. 
Sumber daya yang dilibatkan dalam mengimplementasikan program 
Jamkesda ini adalah dana dari program ini dan Sumber Daya Manusia 
yang berkompeten. 
Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dalam melaksanakna program 
Jamkesda ini adalah orang-orang yang ditunjuk langsung atau diberikan 
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Surat Keputusan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daya yang setuju 
melaksanakan program Jamkesda ini.  
Sedangkan dana yang digunakan dalam membiayai program 
Jamkesda yang telah dilaksanakan oleh rumah sakit-rumah sakit di Kota 
Makassar adalah berasal dari 40 persen dari APBD  provinsi, dan 60 
persen dari APBD kota Makassar. 
Namun dana program Jamkesda ini tidak membatasi adanya 
sumbangan dari luar dalam hal pengembangan kesehatan yang bersifat 
suka rela. Artinya, rumah sakit dapat menerima bantuan atau bekerja 
sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan BUMN  maupun swasta 
dengan program corporate social responsibility (CSR), maupun dari 
kelompok masyarakat dan individu. 
IV.4. Konteks Pelaksanaan 
Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya 
menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab 
untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri 
kelompok sasaran (target group), melainkan pula menyangkut jaringan 
kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak 
langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, 
dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan 
(intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended/negative effects). 
Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk 
memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa 
yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu implementasi 
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kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan 
juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses 
implementasi kebijakan.  
IV.4.1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat 
Salah satu faktor dari konteks kebijakan dalam mengimplementasikan 
suatu kebijakan adalah suatu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor 
yang terlibat. Dimana mereka yang akan mengimplementasikan program 
mungkin akan mencakup partisipan tingkat pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah, baik itu kalangan birokrat, pengusaha, maupun 
masyarakat umum. 
Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif ataupun tidak, 
tergantung konten dari program dan strukturnya, dimana kebijakan 
tersebut dilaksanakan. Mereka ikut terlibat di dalam implementasi 
program, dan setiap masing-masing aktor memiliki kepentingan tertentu 
terhadap program tersebut dan mereka berusaha mencapainya dengan 
membuat ketentuan-ketentuan dalam prosedur alokasinya.  
Partipasi secara langsung pemerintah (pemerintah daerah dan 
pemerintah provinsi) dan masyarakat (khususnya masyarakat Kota 
Makassar) merupakan bagian aktor-aktor atau stakeholders yang sangat 
berperan dalam pelaksanaan program Jamkesda di suatu rumah sakit. 
Dengan kata lain keterlibatan aktor-aktor dan stakeholders yang terkait, 
sangat menentukan tercapai atau tidak tercapainya implementasi yang 




IV.4.2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa 
Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang 
diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik 
kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber 
daya yang terbatas, respon dari petugas yang mengimplementasikan, dan 
tindakan-tindakan elit politik, semuanya berinteraksi dalam konteks 
kelembagaan masing-masing.  
Analisis atas implementasi dari program yang spesifik dalam 
interaksinya akan mempertimbangkan penilaian kapabilitas kekuasaan 
dari para aktor, kepentingan-kepentingannya, dan strategi untuk 
mencapainya, serta karakteristik dari penguasa. 
Program Jamkesda yang tengah diimplementasikan di Kota Makassar 
saat ini merupakan program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan periode . 
Program ini merupakan janji Gubernur terpilih saat PILKADA 2008 yang 
harus diimplementasikan selama periode kepemimpinannya. 
Implementasi janji tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Program Jamkesda adalah skema pembiayaan kesehatan pelayanan 
dasar yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kota Makassar guna membebaskan atau 
meringankan biaya pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan. 
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Karena adanya kebutuhan yang berbeda dari setiap rumah sakit 
dalam hal pemenuhan pembiayaan pelayanan kesehatan dan 
pembayaran insentif tenaga medis, serta data peserta asuransi belum 
akurat sementara dana baru akan dicairkan setelah ada klaim yang 
dilakukan oleh pihak rumah sakit ke pihak asuransi. Ini yang 
menyebabkan implementasi dari program Jamkesda belum optimal.  
IV.4.3. Kepatuhan dan Daya Tanggap 
Kepatuhan dan daya tanggap, bahwa dalam upayanya untuk 
mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul 
dari interaksi antara lingkungan program dan administrasi program.  
Yang pertama, birokrat harus berhadapan dengan masalah yang 
berkaitan dengan bagaimana menjaga ketaatan agar hasil akhir dari 
kebijakan dapat dicapai walaupu mereka harus menangani berbagai 
interaksi diantara aktor yang berkepentingan dalam implementasi 
kebijakan tersebut.  
Sejak bergulirnya program Jamkesda di tahun 2008, pemerintah kota 
Makassar menyambut baik program tersebut dengan bekerja sama 
dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam 
mengimplementasikan program ini. Dimana Pemerintah kota Makassar 
mengalokasikan    persen APBD untuk membiayai program Jamkesda ini 
dan  persen dari APBD provinsi Sulawesi Selatan. 
Dengan adanya komitmen pemerintah provinsi dan daerah dalam 
meringankan beban pembiayaan pelayanan kesehatan di Kota Makassar 
mendukung hal tersebut. Dimana Rumah Sakit Umum Daya Kota 
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Makassar yang melaksanakan program Jamkesda masih melakukannya 
sampai saat ini. 
Yang kedua, bagaimana responsivitas dari birokrat terhadap 
keinginan-keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari 
pelayanan yang diberikannya agar tujuan kebijakan dan program dapat 
tercapai. Agar efektif, maka implementor harus memiliki keahlian dalam 
seni berpolitik dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana 
mereka akan merealisasikan kebijakan publik dalam program-
programnya. 
Wawancara dengan tokoh masyarakat, Bapak AM mengatakan bahwa  
“Sebenarnya dengan adanya Jamkesda ini membuat 
masyarakat menjadi sangat berharap pada pelayanan 
kesehatan gratis. Mereka menganggap semua gratis, 
padahal tidak. Ada pandangan yang salah dari masyarakat. 
Menurut saya, Jamkesda ini seharusnya hanya milik orang-
orang yang tidak mampu dalam membiayai pelayanan 
kesehatan. Tapi malah orang mampu juga bisa dapat 
pelayanan ini. Ini seperti semacam pemborosan yang 
dilakukan pemerintah” (Jumat, 5 Oktober 2012).  
Dari pembicaraan diatas, diketahui bahwa adanya program Jamkesda 
ini belum tersosialisasi dengan benar dan merata. Hal ini karena adanya 
pandangan yang salah dari pasien yang di rawat  di Rumah Sakit Umum 
Daya mengenai pelayanan apa saja yang dilayani oleh Jamkesda dan ada 
yang juga mendapatkan manfaat dari program ini. Ada yang 




Hal ini dikarenakan dana Jamkesda yang dikelola oleh pihak asuransi 
belum masih banyak dikeluhkan oleh pihak rumah sakit dan pasien yang 
dirawat di rumah sakit tersebut. Masih rumitnya proses klaim yang 
dilakukan oleh pihak Rumah Sakit kepada pihak asuransi dan keluhan dari 
pasien-pasien yang beranggapan bahwa semua pelayanan kesehatan 
diberikan secara gratis lewat program Jamkesda yang menghambat 
program Jamkesda ini berjalan dengan optimal. 
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam proses 
sosialisasi kebijakan merupakan bagian dari aktor-aktor atau stakeholders 
yang sangat berperan dalam pelaksanaan program Jamkesda di Rumah 
Sakit Umum Daya masih sangat dibutuhkan dalam menggalang berbagai 















Kesimpulan dan Saran 
V.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis terhadap Implementasi Kebijakan 
tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah di Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Isi Kebijakan dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Daerah di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar 
Pihak-pihak yang terkait dalam proses Implementasi program 
Jamkesda di RSU Daya Kota Makassar sudah jelas, akan tetapi dari pihak 
Rumah Sakit sendiri masih memiliki kesulitan dalam pengelolaan data 
klaim yang memperlambat proses pelayanan di Rumah Sakit tersebut. 
Dana klaim yang diperoleh dari Jamkesda tidak dapat dipergunakan pihak 
Rumah Sakit untuk pembangunan Rumah Sakit tersebut sebab dana 
Jamkesda hanya diperuntukkan sebagai ganti atas klaim dana yang 
diajukan Rumah Sakit atas besar tanggungan pembiayaan pasien 
Jamkesda yang dilayani di Rumah sakit tersebut.  
Sejauh itu, pihak Dinas Kesehatan hanya dapat memantau jalannya 
proses penerapan program ini dan menampung keluhan masyarakat. 
Selain itu, pihak pemerintah Provinsi dan Kota Makassar turut 
diuntungkan dalam hal ini karena ini merupakan visi Pemerintah Sulawesi 




Sedangkan pada masyarakat sendiri sangat apresiatif dalam 
menerima pelayanan dari program Jamkesda ini, sebab mereka diberikan 
keringanan beban pembiayaan juga karena program ini tidak 
mengklasifikasikan sasaran kebijakan melalui standar ekonomi melainkan 
siapapun yang berdomisili di Makassar dan memiliki berkas yang menjadi 
persyaratan program ini dapat diperoleh.  
Dari manfaat yang dihasilkan, masyarakat cenderung puas dengan 
program ini. Itu dikarenakan mereka mendapatkan keringanan dalam 
mengakses pelayanan gratis pada level dasar pelayanan kesehatan. 
Dengan begitu, pihak rumah sakit sendiri jadi memiliki lebih banyak 
pasien. 
Adanya respon positif dari masyarakat dan pihak rumah sakit 
terhadap program ini, maka membuat program ini berjalan dengan lancar 
walaupun tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam penerapannya. 
Dalam pengambilan keputusan pada program Jamkesda ini 
melibatkan seluruh stakeholder. Dimana pihak Rumah sakit sebelumnya 
telah merapatkan rancangan anggaran dan belanja pelayanan kesehatan 
yang kemudian dilaporkan kepada pihak Asuransi lalu mendapat 
persetujuan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
Pelaksana program adalah pihak Dinas Kesehatan selaku kelompok 
yang mensosialisasikan kebijakan tersebut serta menampung keluhan 
masyarakat. Juga pihak Rumah Sakit yang mengelola Jamkesda tersebut 
sampai kepada sasarannya yaitu pasien yang menggunakan pelayanan 
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Jaminan Kesehatan Daerah. Pihak Rumah sakit akan mendata klaim 
terhadap akumulasi biayapelayanan kesehatan yang diberikan pada 
pengguna Jamkesda yang akan dilaporkan kepada pihak penanggung 
Asuransi dengan disetujui oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
Sumber Dana program Jamkesda ini diperoleh dari dana share antara 
Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengelola sosialisasi 
dan pengaduan dalam pelayanan program ini, pihak Seksi 
Pengembangan Sarana, Tenaga Kesehatan dan Jaminan Kesehatan di 
Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas hal tersebut. Sedangkan pihak 
Asuransi (PT ASKES) yang bekerja sama dengan pemerintah Kota 
Makassar  bertanggung jawab atas pengelolaan dana Jamkesda untuk 
kemudian disalurkan ke pihak Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar 
yang dimana merupakan tim khusus bentukan rumah sakit itu sendiri. 
Sebelumnya pihak rumah sakit yang menentukan klaim dana pelayanan 
yang telah dipergunakan. 
Masyarakat sebagai pengguna pelayanan Jamkesda ini  serta tokoh 
masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyebaran informasi mengenai 
adanya pelayanan Jamkesda tersebut. 
2. Konten Pelaksanaan Program Implementasi Jaminan 
Kesehatan Daerah di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar 
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Keterlibatan Pemerintah Daerah baik Kota Makassar maupun Provinsi 
Sulawesi Selatan juga ikut mempengaruhi berjalan lancarnya program ini. 
Dimana program ini tadinya merupakan visi dan misi dari seseorang yang 
mencalonkan dirinya sebagai Gubernur  dan kemudian menjadi suatu 
program yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam skala provinsi. Dalam 
hal ini selurh komponen yang telibat memiliki kepentingan yang berbeda-
beda, tidak terlepas dari faktor politik yang ikut berkembang seiring 
berjalannya program ini. Dengan adanya kebijakan pendanaan untuk 
Jamkesda ini menjadi konsekuensi bagi pemerintah Kota dan Pemerintah 
provinsi untuk bersama-sama terlibat dalam proses pembentukan 
anggaran dalam bentuk APBD. 
Jamkesda merupakan skema pembiayaan bersama antara 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Ini 
pula berangkat dari niat Gubernur Sulawesi Selatan yang terpilih untuk 
mengimplementasikan suatu program dalam melayani kesehatan gratis di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dalam hal ini merupakan 
bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang ditugaskan untuk mengelola 
dan memantau berjalannya proses pelayanan Jamkesda di seluruh 
puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah kota Makassar.  
Dalam hal ini, Pemerintah menjadi instrumen penting dalam 
memantaun berlangsungnya program Jamkesda ini secara merata. 
Namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan kesalahan 
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utamanya pada proses sosialisasi. Ini ditunjukkan dengan adanya 
masyarakat yang menganggap pelayanan Jamkesda ini melayani seluruh 
pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daya Kota 
Makassar, padahal Jamkesda hanya melayani pelayanan dasar saja. 
Kesalahpahaman ini juga terjadi di beberapa rumah sakit lain. Ini 
membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar 
belum optimal. Sebagian masyarakat yang lain, yang telah menerima 
pelayanan Jamkesda tersebut mengaku puas meskipun hanya 
mendapatkan keringanan pada pelayanan kesehatan dasar saja. 
V. 2. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan diusulkan beberapa saran yang 
dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Makassar maupun 
pihak Rumah Sakit Umum Daya dalam Implementasi Kebijakan Jaminan 
Kesehatan Daerah di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukannya sosialisasi yang lebih intensif oleh pihak 
Dinas Kesehatan Kota Makassar mengenai tata cara menjadi 
pengguna pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota 
Makassar. 
2. Diperlukannya dibentuk suatu regulasi yang lebih mengikat agar 
masyarakat yang berdomisili di luar Makassar tidak ikut 
mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota 
Makassar karena menyebabkan pembengkakan anggaran yang 
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tadinya hanya diperuntukkan untuk orang yang berdomisili di 
kota Makassar. 
3. Pihak Rumah Sakit harus bekerja sama dengan pihak Dinas 
Kesehatan kota Makassar untuk menindaklanjuti jika adanya 
pungutan liar yang dilakukan di dalam proses pelayanan 
Jaminan Kesehatan Daerah ini. Misalnya saja ada penambahan 
biaya di wilayah yang sudah jelas masuk dalam cakupan 
pelayanan yang ditanggung oleh Jamkesda. 
4. Perlu dibuatkan data Asuransi yang lebih akurat di setiap pihak 
yang bertanggung jawab atas terlaksananya Jamkesda ini. Agar 
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